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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, hak atas status kewarganegaraan
merupakan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, yang memberikan setiap
individu hak untuk menjadi warga negara dalam suatu negara. Diskriminasi etnis
Rohingya telah terjadi sejak lama, dengan kebijakan yang menyulitkan dan
membatasi akses etnis Rohingya terhadap hak atas status kewarganegaraan, hal ini
disebabkan oleh perbedaan sejarah, budaya, dan identitas etnis Rohingya.
Pemerintahan Myanmar mengesahkan Burma Citizenship Law 1982 yang
didalamnya mengecualikan etnis Rohingya dari kriteria kewarganegaraan,
menyebabkan mereka kehilangan status kewarganegaraan dan menghadapi
berbagai pembatasan hak-hak dasar seperti, akses tempat tinggal, pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karenanya, etnis Rohingya tidak diakui dari definisi
terkait siapa yang dianggap sebagai warga negara sesuai tiga Kriteria tersebut, maka
pemerintah Myanmar mengategorikan sebagai orang asing. Selain itu, Pemerintah
Myanmar hanya ingin mengakui beberapa kelompok etnis tertentu saja yang di
tuangkan dalam Burma Citizenship Law 1982, seperti Kachin, Kayak, Karen, Chin,
Bman, Mon, Rakhiaone, Shan, Kaman atau Zerbadee.

Kasus etnis Rohingya memunculkan sejumlah permasalahan hukum
internasional terkait hak atas status kewarganegaraan. Permasalahan ini harus

dipahami melalui kewajiban hukum internasional misalnya dalam konteks ICCPR,

58



59

Pasal 26 menjelaskan bahwa etnis Rohingya memiliki hak yang sama seperti
individu lainnya untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Di sisi lain, dalam
Konvensi 1954, pasal 7 mengatakan bahwa negara harus memberikan perlindungan
kepada orang tanpa kewarganegaraan dan memberikan perlakuan yang sama.
Dalam konteks hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya, pentingnya dalam
hukum internasional bahwa untuk negara-negara memberikan perlindungan kepada
mereka. Dengan mengimplementasikan kedua konvensi ini, mengharapkan ada
kebijakan hak atas status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang adil, tidak
adanya diskriminasi serta diakui dan dihormati.

Myanmar belum meratifikasi ICCPR, Konvensi Pengungsi 1951, dan
Konvensi Pengungsi 1954, namun negara tersebut tetap memiliki kewajiban
internasional terkait hak asasi manusia karena prinsip hak asasi manusia diakui
secara universal, yang berlaku untuk semua negara meskipun mereka tidak secara
langsung menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, meskipun
belum meratifikasi terhadap konvensi-konvensi tersebut, Myanmar tetap
diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia
yang diakui secara universal. Hak atas status kewarganegaraan dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, karena kedudukan yang
mendasar dalam menentukan status individu sebagai warga negara dan memiliki
hubungan dengan negara. Oleh karena itu, hak ini tidak terpisahkan dari
kemanusiaan seseorang, karena Kita sebagai manusia memiliki hak yang sama di

mana kita berada.
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B. Saran
Dalam menghadapi konflik hak atas status kewarganegaraan yang melibatkan etnis
Rohingya di Myanmar, penulis memberikan saran untuk memperbaiki situasi

tersebut:

1. Pemerintah Myanmar mengubah atau merevisi Burma Citizenship Law 1982
yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
Perubahan ini dengan memastikan bahwa semua individu, termasuk etnis
Rohingya memiliki akses yang sama untuk mendapatkan hak atas status
kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang sewenang-
wenang.

2. Myanmar meratifikasi International Covenant on Civil and Political Right
(ICCPR) 1966, Covention relating to the Status of Refugees 1951, dan
Convention relating to the Status of Stateless Persons 1954 yang secara
langsung mengatur perlindungan hak asasi manusia termasuk mendapatkan
hak atas status kewarganegaraan. Apabila Myanmar meratifikasi ketiga
konvensi tersebut, secara tidak langsung etnis Rohingya diakui sebagai warga
negara Myanmar. Selain itu, dapat menjadi langkah untuk penyelesaian
konflik hak atas status kewarganegaraan, serta memberikan keadilan dan
perlindungan bagi etnis Rohingya.

3. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR, dan
ASEAN dapat memberikan peran lebih aktif lagi dalam permasalahan
pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Dengan memperkuat PBB,

ASEAN, dan UNHCR untuk melindungi hak asasi manusia di Myanmar,
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memantau diskriminasi terhadap etnis Rohingya, dan mendorong pemerintah
Myanmar untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

4. Negara-negara lain juga dapat membantu dengan memberikan bantuan
terhadap etnis Rohingya. Bantuan ini bisa berupa bantuan layanan kesehatan,

makanan, tempat tinggal sementara, dan pendidikan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan dapat
menyelesaikan konflik hak atas status kewarganegaraan etnis Rohingya, solusi
yang berkelanjutan atas konflik hak atas status kewarganegaraan dapat ditemukan,

dan memastikan bahwa mereka diakui dan dilindungi secara adil.
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